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ABSTRAK

Tindak pidanz narketika  adalah  meliputi segala  perbuatan
pengpunaasn narkotika tanpa izin dari pihak vang berwenang dan tujuan
pengpunaan narkotika lersebel diluar unisk kepentingan ilmu pengetahuan
dan pengobatan. Terhadap perbumian penyalahpunaan narkotika tersebut
dapat dikenakan sangsi pidana. Penjatuhan pidana terhadap masing-masing
pelaky berbeda-beda terpantung masing-masing subjek hukumnya. Dalam
penjatuhan pidana terschit, hakim mempunyai periimbangan-pertimbangan
vang nantinva dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatubkan hukuman
nantinva.Uotuk melihal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tndak pidana narkotika, maka
penulis merpmuskan dalam tiga pertanyaan yaitlu apa saja yang menjadi
pertimbangan hagi hakim dajam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana narkotika di pengadilan negeri sawahlunto, perbuatan-perbuatan apa
saja yang dilarang serta ancaman pidananya dalam tindak pidana narkotika
dipengadilan negeri sawahlunto, serta bagaimana praktik penjatuhan pidana
terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri sawahlunto,
Dalam menjawab permasalaban tersebut, penulis melakukan penelitian
dengan mengpunakan metode yuridis sosiologis. Data yang penulis gunakan
sdalah data primer dan data sekunder. Alal pengumpul data vang digunakan
adalah studi dekumen dan wawancara, Data tersebut diolah  dengan
melakukan klasifikasi data dan disusun sccarz sistematis lalu dianalisis
secara kualitatif schingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan
penelitian terlihat bahwa hal-hal vang menjadi pertiimbangan bagi hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak [idana narkotika adalah
unsur-unsur  tindak  pidana  wyang didakwakan  serta  pembuktiannya
dipersidangan, jumlah barang bukti, tuntutan jaksa penuntut umum. hal-hal
vanp memberatkan dan meringankan terdakwa, siatus terdakwa apakah
schbagai pemakai atau pengedar atau pemakai sekaligus pengedar, faklor-
faktor vang menvebabkan pelaku melakukan tindak pidana narkotika, dan
tujuan pemidanaan ity sendiri. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana narkotika hakim tidak hanya berpedoman pada  aluran
perl Indang-Undangan vang berlaku atau hukum positif saja, NMamun hakim
juea berpedoman pada nilai-nilai sosial yang berlaku dimasvarakat.



BABI
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah.

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada zaman sckarang ini
semakin maju, Seiring dengan itu pula tingkat kejahatan pun semakin
meningkat, baik dikalangan orang dewasa, anak-anak dan terlebib lagi di
kalangan remaja, Salah satunya yaitu penyalahgunasn narkolika, vang hampic
setiap har kita dengar, baik «(u dimedia massa maupun dimedia elektronik,

Pada dasamya, penggunazn narkolika semata-mata ditunjukan untuk
kepentingan umat manusia, khususnya dalam bidang kesehatan dan 1lmu
penpetahuan, Narkotika diolah, yang tentunya dapat memberikan miantaat
vang baik bagi tubuh manusia. Mamun pada perkembanpan  sclanjulnya,
narkotika malah bisa menghancurkan tubuh manusia itu sendini. Ind terjadi
karena pemakaian narkotika tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan vang telab
ditetapkan. Pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian. dinamakan
penvalahgunaan  parkotika, dimana  akibat  yang diimbulkan  sangal
membahavakan  kehidupan  umat  manuesia,  baik  perorangan  maupun
masvarakat dan nﬂgﬂ.r:;i.E

Penvalahgunaan narkotika sclain menyebabkan akibat yang hersitat
lanpsung terhadap tubuh sipemakai, juga menimbulkan persoalan hubwn. Bila
sipecandu narkotika sudah sanpat kecanduan, dan narkotika telab menjadi
kehutuhan pokok, maka sipecandu, terutama yang berada pada tingkat
ckonomi lemah, akan berupava dengan cara apapun untuk  memenuhi
keierpantungannya terhadap narkolika tersebut. Balikan mungkin dengan
meiakukan tindak pidana atau kejabatan lainnya.

Akhir-akhir ini penvalahgunsan narkotika tidak hanya basyak terjadi
dikalangan remaja di kota-kola besar saja, totapi juga telan merambah ke

kalangan remajn  vang beiada di pedessan. Penyalahgunaan narkotika
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merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang banyak terjadi saat ind.

Sebab-sebab kenakalan remaja:®

. Interen

.

w

i

Cacat turunan/pembawasn lahir negatif baik vang bersifat biologis
maupun psikis.

Pemenuhan ketutuhan vang ndak seimbang dengan keinginan,
Cendenmg kearah nakal.

Kemampuan kontrol din serta penilaian terhadap keadaan sekitar yang
lemah.

Kourang menghayall agama

Penyesuaian dird dengan lingkungan vang buruk,

Tidak mempunyai kepemaran yaecg sehat, hingga mencan pelanan

vang mudah dipengaruhi pebuatan nakal.

2. Lksteren

i.

b.

Kurang kasih sayang serta perhatian, juga pengharpaan,

(Gagal dalam pendidikan pada Lingkungan keluarga, sckolah dan
masyarakat.

Menurunnya wibawa orang tua, wali, guru dan sebagainya,

Kurang pengawasan.

Kurangnya sarana pengarahan dalam permanfaatan waktu-wakiu [uang.
Cara pendekatan vang kurang sesuai dengan perkembangan jiva.
Rumah tangea orang tua vang tdak barmonis dan tentram.
Sikapitingkah lakue orang tua yang tidak edukatif,

Perpaulan vang merusak mental.

Menyvadari bahwa babava yang ditimbulkan akibat penyalaligunaan

narkotika tersebut sangat besar terhadap masyvarakal maka dilakukan upaya

penangeulangan  baik ditingkat nasional maupan ditingka intemasional.

Ditingkat intermasional PBB telah membeniuk lembaga khusus vang herfungsi

sebagal badan vang saling tukar-menukar informasi dan membabas kasus-

? Kejaksaan Tinggi Surmalers Barat, 19992000, Brosie Pempiduhan Hukum Pereeaizan
Hukurn " Masalak Kenabolan Remaia”, lal, B



kasus narkotika yang dihadapi oleh negara-negara anggola lembaga, Lembaga
tersebut bernama
1. Internatienal Narcotic Control Board (INCB)
2. Commuision on Marcotic Drugs (CND)

i Indonesia, p:ngaturan tentang penyalahgunaan narkotika sendiri
diatur dalam peraturan perundang-undangan vaitu UU No. 22 tahun 1997
tentang narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang
i adalah segala bentuk kegiatan danfatay perbuatan vang berhubungan
dengan narkotika." Pelaksanaan dari undang-undang ini memerlukan peran
serta aktif dari penegak hubum, pemerintah/megara dan masyarakat,

Pemidanaan di Indonesia merupekan suatu masalah yang perlu disoroti
dengan serius, karena menvangkut dengan hak asasi, harkat dan manabai
manusia. Segala undakan sparat pemerintah dan warga negara didasarkan atas
hokum dan dapat dipertanggungjawabkan menurat hukum vang berlaku
Kewenangan dalam menjatubkan pidana terkadap pelaku tindak pidana
merupakan kekuaszan dan Kewenangan dari negara vang ditunjukkan dalam
pulusan pengadilan

Mamuen tidak semua tindakan dapat dijatuhkan pidana oleh TIE AT,
Tada suatu  perbuatan  menvebabkan  seorang dapat dipidana, jikalau
perbuatannya tidak diancam pidana oleh hukum dan m emmang ia bersalab ® Hal
i diatur dalam pasal | avat (1) Kitah Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP)

“tiada suatu perbuatan dapat dipidan: kecuali berdasarkan ketentuan

pidana dalam perundang-undangan vang telah ada schelumnya™

Pasal dimas dikenal denpan aras legalitas, vang dalam hahasa latinnva
dicumuskan bahwa “Nullun defictim mdlo pasng sine procvia fege pocral™

vang dapat disalin dalam bahasa Indonesia vang artinva “tidak ada delik, tidak

" Dyeko Prakesu dikk, 1987, Kefathae-Reahamn e merngkan da peshalioyakon
R GRIFLT, Jqla.arla Binz Aksara, hal 274

! Undang-undang Republik Indonesia Mo 22 tahun 1997 tent ang Merkorikn, 2005
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yang dapat disalin dalam bahasa Indenesia yang artinya “tidak ada delik, tidek
ada pidana tanpa ketentuan pilana vang mendahuluinya™ Dengan azas ini,
seseorang hanya dapat dikenakan pidana jika perbuaten yang dilakukannya
tersehul lelah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan
itu dilakukan. Jika belum ada peraturan perundang-undanygun yong mengalur
perbuatan tersebut maka tidak dapat dikenakan pidana karena hukum pidzaa
tidak berlaku surat,

Pads masa dahulu  pemindanaan  berfujuan  schapgai  tindakan
pembalasan, tindakan menakut-nakuti (menjerakan) dan perbaikan  atau
koreksi. Hal ini didasarkan pada kehidupan sosial budaya masyarakat pada
caat ity, Pada masa sckarang, seiting dengan perkembangan hukum pidana.
pemmidanaan selain bertujuan schagai penjeraan atas perbuatan yang lelah
dilakukan oleh pelaku kejahatan, juga bertujuan untuk membina dan mendidik
lerpidanc.

Pidana vang dijatubkan oleh negara atau para penegak hukum harus
benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, yaitu keadilan menurut Bukem dan
keadilan menurut masyvarakat.

Pemidanaan para pelake tindak pidana tidak boleh bersifat subjektil
tapi harus objektf, vang artinya sctiap orang vang melakukan tindak pidana
harus dipidana sesuai denpan ketentuan pasal 2 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bags

setiap crang dalam daerah Republik Indonesia vang melakukan suatu

tindak pidana™

Penvalahgunaan narkotika membawa dampak v.mg sangat besar bagi
kehidupan masyarakal, teralama generasi muda  vang merupakan generasi
penerus bangsa. Jika penerasi mudanya terjerumus kedalam hal-hal vang tidak
baik, tentu untuk kedepannva nanti negara akan hancur karena dipimpin oleb
senerasi muda yang tidak sehat. Melibat kondisi yang seperti ini, maka petlu
adanva iindakan penanggulangan tindak pidana narkotika yang akan beriuusn

untuk menyelamatkan generasi muda terhadap akibat dari penyalahgunasn

T ihid, hal. L0



tersebut yaite denpan penjatuhan pidana techadap pelaku tindak pidans
narkotika sesual dengan peraturan perundang-undangan,

Dalam upaya melakukan penanggulangan penyalahpunaan narkotika
tersebul tentunya perlu juga diketahui terlebih dabuly mengenai penyebab dan
akibat dari terjadinya tindak pidana narkotika ersebut dan bagaimana
pertimbangan hakim dalam penjatuban vonis terhadap pelaku tindak pidana
narkotikz, dan hal-hal lainnya yang ada hubungannya denpan permasalahan
tindak pidana narkotka,

Dart gambaran permasalaban yang divraikan diatas, menarik perhatian
penulis untuk mengadakan penelitian vang digunakan sebagai bahan untuk
membuat karya tulis berbentuk skripsi vang diber judul “PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKT
TINDAK  PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI
SAWAHLUNTO”,

. Perumusan Masalah

Untuk memiokuskan penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagal
berikut
1. Apa saja vang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana

terhadap pelaku terhadap tundak pidana narkotika?

LW

Ape saja pelangparan tindak pidana narketika vang terjadi dalam kasus

yang ada di Peng adilan Negeni Sawahlunto?

Ll
'

Bagammana prat tik pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana

narkotika di Pengadilan Negeri Sawahlunto?

. Tujusn Penclitian

Setiap mahasiswa yang akan merzib gelar Kesadsnaan khususnya Fakultas
Hukum Unwversitas Andalas diharusken membuat suatu karva relis ilmish
vang berbentuk skripsi, sesual dengan program kekhususuan yang penulis
ambil  yauw hukem  pidana,  makas  penulis mengambil  judul

"PERTIMBANGAN  HAKIM DALAM  MENJATUHEAN PIDANA



BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

[Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan, vaitu sebagai berikut

Dalam setiap perkara tindak pidana narkotika, hakim  mempinyai
pertimbangan yang berbeda dalam menjatubkan pidana terhadap masing-
masing pelaku tindak pidana narkotika. Pertimbangan itu didasarkan pada

masing-masing  subjek  hukumnya. Beberapa hal  yang  menjadi

pertimbangan bapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana narkotika vaitu :

.

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umom terhadap terdakwa yang mana
pembuktiannya nantinva tergantung di persidangan,

Apakah perbuatan terdakwa terschbut menyalahi atau  melanggar
ketentuan hukum yang herlaku yang dalam hal ind adalah Undang-
Undang MNarkotika.

Unsur-unsur tindak pidana vang didkwakan serta pembuktiannya i
persidangan,

Jumlah barang bukti, sedikit atau banyaknya barang bukti menjad
pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besarmnya pidana yang
akan dijatubkan walaupun UL Narkotika sendin tidak mengatur secars
jelas tentang jumlah barang bukti terscbut.

Status pelaku. apakah hanya sebapai pemakai, pengedar atau sekalipus
sehagal pemakai dan pengedar.

Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana narkotika.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakw,

Tujuan darl pemidapaan e sendird, selain sebagai pembalasan atas
perbuatan terdakwa juga untuk menciptakan kedamaian di masyarakat.
Faktor-faktor lainnya seperi kondisi sosial masyarakat dan keluarga
pelaku,

19
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